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Secara umum Pemilihan Kepala Daerah (Pemilukada) adalah suatu pemilihan yang
dilakukan oleh masyarakat yang telah memenuhi persyaratan administratif untuk
memilih siapakah diantara para calon yang dirasanya berhak untuk menjalankan
pemerintahan suatu daerah. Pemilu erat kaitannya dengan kampanye yang biasanya
dilakukan dengan berbagai macam cara, salah satu cara yang paling sering
dilakukan ialah dengan melakukan kegiatan yang melibatkan masyarakat banyak
guna menarik minat masyarakat untuk memilih pasangan calon. Namun 2020
merupakan tahun dimana pemilu dilakukan dengan cara yang berbeda dari biasanya
lantaran adanya pandemi virus covid-19. Adanya virus ini mengharuskan seluruh
masyarakat untuk menjaga jarak antara satu dengan yang lainnya dan melakukan
protokol kesehatan yang telah diatur oleh pemerintah. Adanya aturan untuk
menjaga jarak dan dilarang berkerumun menjadi kendala yang berpengaruh dalam
pelaksanaan pemilu. Pelaksanaan pemilu 2020 sendiri menuai pro dan kontra
lantaran penyebaran virus covid-19 yang sedang marak terjadi dan menimbulkan
kekhawatiran akan penyebarannya yang semakin banyak dan meluas, namun
akhirnya pemilu dilaksanakan dengan tetap menjaga dan melaksanakan protokol
kesehatan. KPU membuat peraturan baru agar pemilu tetap dapat berlangsung tetapi
dengan aturan dan tata cara yang berbeda. PKPU Nomor 13 Tahun 2020 telah
mengatur mengenai protokol kesehatan seperti apa yang harus dilakukan selama
masa pemilu dan kampanye, apa yang diperbolehkan dan tidak diperbolehlan
beserta dengan sanksinya. Apabila terdapat pihak yang melakukan pelanggaran
yang bertentangan dengan peraturan yang berlaku maka akan dikenakan sanksi
sesuai dengan peraturan yang berlaku. Meskipun peraturan telah ditetapkan, masih
ada saja pihak yang melakukan pelanggaran protokol kesehatan.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif, dengan cara meneliti
bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berkaitan dengan
pelanggaran protokol kesehatan oleh bakal calon kepala daerah pada tahapan
penyelenggaraan pemilu kepala daerah dalam perspektif hukum pidana
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ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah pengajuan keberatan
terhadap Tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah
pelanggaran protokol kesehatan oleh bakal calon kepala daerah pada tahapan
penyelenggaraan pemilu kepala daerah dapat dipidana dan kendala dalam
penegakan hukum terhadap pelanggaran protokol kesehatan oleh bakal calon kepala
daerah pada tahapan penyelenggaraan pemilu kepala daerah. Penelitian ini
merupakan jenis penelitian hukum normatif, dengan cara meneliti bahan hukum
primer dan bahan hukum sekunder yang berkaitan dengan pelanggaran protokol
kesehatan oleh bakal calon kepala daerah pada tahapan penyelenggaraan pemilu
kepala daerah dalam perspektif hukum pidana.

Menurut hasil penelitian skripsi ini menunjukkan bahwa: Pertama, PKPU
Nomor 13 Tahun 2020 telah menyebutkan mengenai apa saja yang boleh dan tidak
boleh dilakukan selama masa kampanye dan pemilu beserta dengan sanksi apabila
melanggar. Selain PKPU terdapat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Pasal 93
Tentang Kekarantinaan Kesehatan yang mempunyai hukuman pidana lebih berat
sehingga diharapkan masyarakat dapat lebih berhati-hati dan lebih sadar dalam
bertindak. Kedua, kendala terbesar yang dihadapi saat pemilu 2020 ialah virus
covid-19. Pemilu sangat identik dengan kampanye yang melibatkan banyak massa
dan kerumunan, sedangkan berkerumun adalah salah satu tindakan yang dilarang
ditengah masa pandemi covid-19. Pengawas pemilu dan aparat penegak hukum
harus siaga menjaga agar tidak terjadinya kerumunan. Adanya pihak yang tidak
mentaati peraturan menjadi kendala lain bagi para pengawas yang akhirnya
menyebabkan terjadinya kekerasan kepada pengawas pemilu. Tindak kekerasan
yang dialami pengawas pemilu dapat dikenakan pasal 212 KUHP.

Kata kunci (keyword): Pelanggaran, Protokol Kesehatan, Pemilu
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